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Abstrak 

Skripsi ini membahas tentang Peran Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam 

melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang 

sedang marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Metode penelitian yang 

penulis gunakan adalah jenis penelitian kupustakaan dan wawancara, pendekatan 

masalah yaitu perundang-undangan dan kasus, dan sumber data disini adalah data 

sekunder. Dalam upaya pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dari 

kerusakan yang di akibatkan oleh limbah dan dalam rangka pengelolaan 

lingkungan hidup telah di undangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Undang-Undang 

tersebut sekaligus memberi wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

Lingkungan Hidup untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus hukum 

lingkungan dengan berkoordinasi kepada Polisi Negara Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi pidana 

terhadap kasus pencemaran lingkungan yang di akibatkan masuknya Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun ke media lingkungan, karena limbah tersebut 

sangat berbahaya terhadap kelangsungan hidup yang terkandung di dalamnya. 

Meskipun telah di atur dengan tegas di dalam UUPPLH, akan tetapi masih banyak 

perusahaan yang membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke media 

lingkungan tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu. 
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Abstract 

 

This thesis discusses the Role of Investigators of Civil Servants Officials in 

carrying out law enforcement duties on environmental pollution which are 

occurring in several parts of Indonesia. The research method that I use is the type 

of library research and interviews, the problem approach is legislation and cases, 

and the data sources here are secondary data. In the government's efforts to protect 

the environment from damage caused by waste and in the framework of 

environmental management, Law Number 32 Year 2009 concerning Protection 

and Management of the Environment has been issued. The law also authorizes the 

Civil Servants of the Environment to carry out investigations into environmental 

law cases in coordination with the Police of the Republic of Indonesia. Law No. 

32 of 2009 regulates criminal sanctions against cases of environmental pollution 

caused by the inclusion of hazardous and toxic materials in the environment, 

because these wastes are very dangerous to the survival contained in them. Even 

though it has been strictly regulated in UUPPLH, but there are still many 

companies that dispose of Hazardous and Toxic Waste to environmental media 

without prior management. 
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